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RINGKASAN

Melalui penerapan D-CARDS (Dispenduk CARe Disabilitas dan Inklusi Sosial), Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan organisasi pemerintah yang
berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Sasaran sistem ini adalah para lansia,
penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya, dan penyandang disabilitas sebagai
penerima manfaat yang akan mendapatkan layanan dokumen kependudukan. Melalui
pemanfaatan layanan seluler, solusi D-CARDS meningkatkan aksesibilitas layanan
administrasi dan menyediakan paket layanan Adminduk terpadu (e-KP Braille, e-KTP, Kartu
Keluarga, dan Akta Kelahiran). Efektivitas pemerintah adalah menyediakan layanan sipil yang
adil dan bebas diskriminasi bagi semua orang, dengan fokus pada kelompok lanjut usia,
kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. Sebagian dari Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) dalam Layanan Sipil dapat dicapai melalui D-CARDS. Dalam konteks
janji "Tidak seorang pun tertinggal,” yaitu, tidak seorang pun tertinggal. mengakui bahwa setiap
individu memiliki kendala tertentu dalam hal administrasi sektoral dan layanan publik yang
inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, implementasi D-Card
melalui standarisasi layanan publik telah efektif memenuhi persyaratan layanan. Hasil ini
didukung oleh berbagai elemen, termasuk prosedur layanan, biaya, infrastruktur dan fasilitas,
serta keterampilan staf yang telah diakui dan dipatuhi dalam pengumpulan data demografis
untuk Komunitas Difabel.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur pemerintah atau aparatur negara dalam hal ini perlu memberikan pelayanan
sebaik-baiknya yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan agar
mampu bersaing dalam penyediaan barang dan jasa serta mampu menjawab peluang dan
tantangan era globalisasi. Baik dari segi jumlah maupun kualitas, pelayanan publik masih
sangat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya
permintaan, meningkatnya kebutuhan pendidikan, meningkatnya prospek pekerjaan, dan
meningkatnya kebutuhan dukungan sosial. Pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk
dalam pelayanan kependudukan yang lebih dari sekedar masalah administratif. Oleh karena
itu, agar para pengelola pelayanan publik mampu memberikan pelayanan yang bermutu,
maka mereka harus siap (Hagie dkk, 2020).

Perwakilan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan karena
pemerintah adalah entitas yang merencanakan dan mengelola urusan masyarakat. Masih
ada harapan luas bahwa pemerintah akan menyediakan semua layanan publik yang diminta
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjadikannya tujuan yang konstan
untuk menyediakan layanan sebagai imbalan atas layanan. Akses masyarakat terhadap
layanan bukan tanpa kesulitan dan masalah. Misalnya, manajemen waktu yang buruk dapat
membuat masyarakat menunggu lama untuk mendapatkan layanan berkualitas tinggi.
Dinas Catatan Sipil dan Divisi Kependudukan adalah dua lembaga pemerintah yang
mengawasi layanan publik. Sebagai contoh layanan publik, akta kelahiran, akta kematian,
Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) semuanya disediakan.

Meskipun masyarakat umum memiliki hak atas layanan publik yang bermutu, dalam
praktiknya kebutuhan tersebut sering kali tidak terpenuhi. Meskipun demikian, layanan

publik yang rumit, mahal, dan tidak efisien sering kali disediakan oleh pemerintah. Jika



peralatan tidak berfungsi dengan benar, kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana
mestinya. Hal ini karena masalah-masalah ini memerlukan penerapan operasi masyarakat
secara teratur dan memberikan perhatian terus-menerus terhadap kebutuhan masyarakat
(Hagie et al., 2020). Konsep Pelayanan Publik Baru (PBB) Denhardt ditegaskan oleh
Kurniawan (2016). Konsep ini menegaskan bahwa pemerintahan harus dilakukan secara
demokratis, setara, adil, tidak diskriminatif, jujur, dan bertanggung jawab kepada
masyarakat, bukan seperti perusahaan. Menurut paradigma ini, dasar dari sistem politik
adalah kewarganegaraan, demokrasi, dan kepentingan publik. Nilai-nilai ini juga
mendorong pegawai publik lainnya, seperti pegawai negeri sipil, untuk memberikan
layanan masyarakat yang lebih adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Membangun hubungan baru atau memperbaiki hubungan yang sudah ada dengan
masyarakat merupakan tugas rutin bagi para pegawai negeri sipil dan mereka yang
bertanggung jawab atas mesin birokrasi. Pemerintah di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang meluncurkan layanan publik baru yang disebut D-CARDS
(Dispenduk CARe Disabilities and Social Inclusion), yang dirancang untuk membantu
mereka yang memiliki keterbatasan aksesibilitas, masyarakat rentan, lansia, dan
penyandang disabilitas dalam memperoleh dokumen kependudukan. Tujuan dari inisiatif
ini adalah untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas layanan yang baik.

Penerapan D-CARDS meningkatkan akses layanan yang setara dan memberikan paket
layanan Adminduk yang terpadu dan lengkap (e-KP Braille, e-KTP, Kartu Keluarga, dan
Akta Kelahiran) melalui penggunaan layanan seluler. Masalahnya terletak pada kenyataan
bahwa penduduk miskin, lansia, dan penyandang disabilitas masih mendapatkan sedikit
atau bahkan tidak ada bantuan dalam pengumpulan dokumen kependudukan.
(dispendukcapil, malang.go.id, 2022; penemuan D-card) Memastikan layanan administrasi
kependudukan yang adil dan tidak memihak bagi semua warga negara, terutama lansia,

penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, merupakan tujuan Program Efektivitas



Pemerintah. Penggunaan D-CARDS merupakan salah satu cara khusus Layanan
Administrasi Kependudukan dalam membantu mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs). Sesuai dengan janji "Tidak seorang pun tertinggal”, tidak seorang
pun tertinggal. Mengenai administrasi sektoral, populasi yang inklusif, dan mengakui
setiap orang atas keterbatasan unik yang mereka miliki. Berdasarkan latar belakang
tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas
Pelayanan Publik Melalui Penerapan Dispenduk CARe Of Disabilities and Social

Inclusion (D-CARDS) Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Dispenduk Care of
Disabilities and social Inclusion (D-CARDS) Kota Malang?

2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Pelayanan Publik Melalui
Penerapan Dispenduk Care of Disabilities and social Inclusion (D-CARDS) Kota
Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik melalui implementasi Dispenduk
Peduli Disabilitas dan Inklusi Sosial (D-CARDS) Kota Malang.

2. Untuk mengetahui Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Pelayanan Publik
Melalui Implementasi Disabilitas dan Inklusi Sosial (D-CARDS) Dispenduk Kota
Malang.

1.3 Manfaat Penelitian
Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari penelitian ini: dari segi akademis dapat dijadikan

sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan informasi



tentang efektivitas pelayanan publik di Kota Malang melalui implementasi D-CARDS

(Spendeduk Peduli Disabilitas dan Inklusi Sosial).
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